BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dengan menilai hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan :.

1. Perjanjian Logistik berbasis elektronik atau aplikasi memiliki
kekuatan hukum sama dan sah dan sama seperti perikatan pada
umumnya. Sebelum menyetujui perjanjian atau perikatan
diwajibkan untuk membaca dengan seksama isi perjanjian atau
perikatan, termasuk syarat-syarat ketentuan, dan Kkebijakan
privasinya, karena isinya dapat berbeda-beda. Keberadaan
Kebijakan Privasi, pada dasarnya bertujuan untuk menjadi inti
landasan atau pijakan yang melindungi rasa percaya pelanggan agar
menggunakan jasa logistik, dan memiliki manfaat yakni
memberikan rasa aman pada pelanggan, oleh sebab itu kebijakan
privasi harus bersifat informatif, sehingga masyarakat mendapatkan
haknya sebagai pengguna jasa, yakni mengetahui bagaimana data
pribadi disimpan, dijaga, dimanfaatkan, dan dikelola oleh penyedia
jasa pengiriman (logistik).

2. Urgensi Hukum yang lebih khusus tentang Perlindungan Data
Pribadi lebih khusus di Indonesia harus segera terpenuhi karena
mulainya banyak kasus hukum yang marak terjadi di Indonesia
khususnya di bidang Logistik berbasis aplikasi (Penjual belian
barang secara daring). Dibutuhkan lembaga khusus negara yang
mengambil alih perlindungan data pribadi, memantau alurnya dan

menjaganya.

5.2 Saran

Pemerintah harus lebih dinamis mengamati dan mempelajari arah
kemajuan teknologi informasi dan perkembangan masyarakatnya sendiri agar

dapat membuat hukum yang melindungi dan tidak tertinggal, akan lebih baik
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pemerintah dapat turut aktif dalam mengedukasi masyarakatnya bagaimana
cara yang bijak memanfaatkan dan menggunakan internet, dikarenakan belum
meratanya informasi dan ilmu ke lapisan masyarakat tertentu maka perlunya
musyawarah ini, agar tidak menjadi korban atau pun melanggar hukum
nantinya. Meski sudah ada himbauan secara singkat, namun hal tersebut harus
konsisten dilakukan seperti halnya perubahan jaman, perubahan pola pikir

atau mindset masyarakat juga butuh waktu beradaptasi.

Mengenai hukum terkait dan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan
akan terlaksananya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang
sesungguhnya dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, hukuman
pidana misalnya. Urgensi akan UU Perlindungan Data Pribadi sudah
bersambut baik dari masyarakat, dengan harapan akan ada Lembaga khusus

Pemerintah baru yang nantinya mengatur, mengawasi dan mengayominya.
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